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KATA PENGANTAR

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 merupakan penjabaran dari aktivitas selama tahun
anggaran dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan
bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021
ini, berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus
dicapai pada tahun 2021, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif dalam rangka
merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya dokumen ini dapat memperoleh umpan balik
yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam
mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini, semoga kita
semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan di
tahun 2021 dengan baik.

Tenggarong, 19 November 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat | /IVb
NIP.19681210 198803 1 004
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang akan dicapai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan pada tahun anggaran
tersebut, yang dalam implementasinya target penyelenggaraan urusan tersebut
diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahun. RKT ini
sekurang kurangnya menyajikan tentang rencana pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk  mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang
ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa
laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga
pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepeda
Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja
instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terselenggaranya good governance merupakan prasarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP
PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan
bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum,
asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan,
asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal

tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan
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1.2

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1.2.1 Tugas
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas pokok
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil.

1.2.2 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Kependudukan Dan
Pelayanan Pencatatan Sipil;

2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Kependudukan Dan
Pelayanan Pencatatan Sipil;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan
Kependudukan Dan Pelayanan Pencatatan Sipil;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pelayanan Kependudukan
Dan Pelayanan Pencatatan Sipil;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
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Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya ditetapkan

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari :

a.

b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :

1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
3. Seksi Pendataan Penduduk;

. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :

1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;

3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian;

. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

membawahkan:

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

3. Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan

komunikasi;

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
1. Seksi Kerjasama,;
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

3. Seksi Inovasi Pelayanan;

. Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis (UPT).



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [ I J
} I J‘ I { SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
[ I ] 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN PENDAFTARAN PELAYANAN PENCATATAN PENGELOLAAN INFORMAST PEMANFAATAN DATA DAN
PENDUDUK SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN INOVASI PELAYANAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
IDENTITAS PENDUDUK KELAHIRAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KERJTASAMA
KEPENDUDUKAN

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PINDAH DATANG PENDUDUK o ] PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN PEMANFAATAN DATA DAN
- DATA KEPENDUDUKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

SEKSI SEKSI s SEKSI

. PERUBAHAN STATUS ANAK, TATA KELOLA DAN SUMBER INOVASI PELAYANAN
PENDATAAN PENDUDUK PEWARGANEGARAAN DAN DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI,
KEMATIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari berbagai

permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain :

a.

. Masih

Adanya perubahan peraturan perundangan dan Kkebijakan administrasi
kependudukan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah
sementara peraturan pelaksananya belum tersedia;

Sumber daya manusia yang ada belum memenuhi kebutuhan untuk
melaksanakan beban tugas yang ada;

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa
penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya, yang berimplikasi pada
data kependudukan yang kurang valid;

rendahnya tingkat pemahaman keseluruhan masyarakat dalam
penyelenggaraan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi.
Terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki, bahwa gedung bangunan yang
dimiliki saat ini masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi pelayanan. Selain itu juga belum tersedia gedung/bangunan/depo

khusus yang memenuhi standar untuk penyimpanan arsip-arsip akta-akta



pencatatan sipil yang setiap hari volumenya selalu bertambah dan merupakan

dokumen yang berlaku sepanjang masa;
f. Hasil evaluasi dan pengendalian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai

input bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



BAB Il
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, serta merupakan
penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016.

Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak
lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran
agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa
yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai
salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang
kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna
memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari dari visi dan misi. Tujuan
dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari
segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang

dalam tahun ke depan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan
Visi Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara akan
dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai
lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan

yang dimiliki, serta factor lingkungan yang mempengaruhinya.



Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran
adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga
merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai,
sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan
dan pencatatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dirumuskan dalam
RPJMD adalah Pemberdayaan Pemerintah Desa Terkait Tertib Administrasi
Kependudukan Masyarakat.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 -
2021 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

Sasaran

1. Meningkatknya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Indikator Sasaran

1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. Rata-rata lama pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

Dalam sasaran terdapat Indikator terukur yang menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja
utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core
business) yang diemban. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kutai Kartanegara menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi
dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Tujuan dan sasaran Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Meningkatnya Predikat 75,67 70 (B) 70 (B) 80 (A) 90 (A) | Indikator
Transparansi dan | Akuntabilitas (BB) Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Utama
Kinerja Dinas Daerah
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Meningkatnya Rata-rata lama 1 Hari 1 Hari 1 Hari 2 Jam 1Jam | Indikator
Kualitas pengurusan Kinerja
Pelayanan dokumen Utama
Kependudukan Kependudukan
dan Pencatatan dan Pencatatan
Sipil Sipil
Indeks Kepuasan 78 88 88 89 90 Indikator
Masyarakat (IKM) Kinerja
Terkait Pelayanan Utama
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Cakupan KTP- 89,77% 93% 96% 98% 99% Indikator
elektronik Kinerja
Utama
Rasio Pasangan 41,05% 78% 83% 88% 88% Indikator
Non Muslim Kinerja
berAkta Nikah Utama
Persentase 100% 100% 100% 100% 100% | Indikator
Pelayanan Akta Kinerja
Kematian Utama
Persentase 69% 94% 96% 98% 99% Indikator
Kepemilikan Akta Kinerja
Kelahiran Utama
Cakupan RT 17,88% 21% 60% 98% 100% Indikator
memiliki laptop Kinerja
dan menguasai Utama
aplikasi teknis
kependudukan
Cakupan Layanan 100% 100% 100% 100% 100% | Indikator
Informasi Kinerja
Administrasi Utama
Kependudukan

2.3 Rencana Kinerja
Rencana kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dalam



rencana kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai
Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran
strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2021.

Rencana kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai
dari sumber Dana yang terbatas. Dengan Rencana kinerja program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan akan fokus dan lebih baik, sehingga diharapkan tidak
ada kegiatan yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021
mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Tahun 2021

Meningkatnya Transparansi dan Predikat Akuntabilitas Kinerja 90 (A)
Akuntabilitas Kinerja Dinas Perangkat Daerah
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rata-rata lama pengurusan 1 Jam
Kependudukan dan Pencatatan Sipil | dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90
Terkait Pelayanan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Cakupan KTP-elektronik 99%
Rasio Pasangan Non Muslim 88%
berAkta Nikah

Persentase Pelayanan Akta 100%
Kematian

Persentase Kepemilikan Akta 99%
Kelahiran

Cakupan RT memiliki laptop dan 100%
menguasai aplikasi teknis

kependudukan

Cakupan Layanan Informasi 100%

Administrasi Kependudukan

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program,

kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 sebagai berikut:



Tabel 3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

PROGRAM PENUNJANG | Cakupan

URUSAN layanan
PEMERINTAHAN administrasi 100% 14.597.918.127
DAERAH KABUPATEN/ perkantoran
KOTA
Cakupan
Sarana
Prasarana
Perkantoran 92%
Dalam Kondisi
Baik
Rata-Rata Nlai
Kinerja SKP 87%
Tingktat
Konsistensi
RENSTRA dan 100%
RENJA
Ketepatan
Waktu
Pelaporan 100%
Keuangan dan
Asset
Persentase
Tindak Lanjut 100%
Temuan Audit
Perencanaan, Koordinasi dan Jumlah 8 Dokumen 71.360.500
Penganggaran, [Penyusunan Dokumen
dan Evaluasi Laporan Capaian
Kinerja Kinerja dan Ikhtisar
Perangkat Realisasi Kinerja
Daerah SKPD
Administrasi Penyediaan Gaji Tersedianya 12 Bulan 10.020.851.693
Keuangan dan Tunjangan ASN Gaji dan
Perangkat Tunjangan
Daerah ASN setiap
bulannya
Koordinasi dan Jumlah 1 Dokumen 297.540.000
Penyusunan Dokumen
Laporan Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Administrasi Rekonsiliasi dan Jumlah 1 Dokumen 25.000.000
Barang Milik Penyusunan Dokumen
Daerah pada Laporan Barang
Perangkat Milik Daerah
Daerah
Administrasi Sosialisasi Jumlah 1 Inovasi 50.000.000
Kepegawaian Peraturan Inovasi
Perangkat Perundang-
Daerah undangan
Administrasi Penyediaan Jumlah Alat 13 Jenis 369.999.970
Umum Peralatan Tulis Kantor
Perangkat dan Perlengkapan
Daerah Kantor
Penyediaan Bahan Jumlah Bahan | 6 Jenis 33.750.000
Logistik Kantor Logistik
Kantor
Penyediaan Barang Jumlah 3 Jenis 249.999.970
Cetakan dan Barang
Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan
Penyelenggaraan Jumlah 65 _Orang/ 283.574.000
Lo kegiatan Kali
Rapat Koordinasi
) rapat-rapat
dan Konsultasi dan
SKPD Koordinasi
Penatausahaan Jumlah 75.000 151.848.750
Arsip Dinamis pada Dokumen Berkas
SKPD Arsip
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Pengadaan Pengadaan Jumlah 150 Unit 1.899.959.430
Barang Milik [Peralatan dan Mesin | pengadaan
Daerah Lainnya peralatan
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Penyediaan Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 400 Lembar 44.891.000
Masa Penunjang | Surat Menyurat Surat Materai +
Urusan Menyurat 25 Surat
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah 504 78.665.978
Komunikasi, Sumber | Rekening Rekening
Daya Air dan Listrik Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jumlah unit 47 Unit 31.210.000
Peralatan dan peralatan
Perlengkapan kerja
Kantor diperbaiki
/dipelihara
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 456 O/B 750.006.836
Pelayanan Umum Administrasi
Kantor Teknis
Perkantoran
Pemeliharaan Penyediaan Jasa Jumlah 2 Unit 119.850.000
Barang Milik Pemeliharaan, Biaya | Kendaraan Kendaraan
Daerah Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan
Penunjang Pajak Kendaraan yang
Urusan Perorangan Dinas dipelihara
Pemerintahan atau Kendaraan
Daerah Dinas Jabatan
Penyediaan Jumlah 1 Unit 49.410.000
Jasa Kendaraan Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas
Biaya Pemeliharaan, | Operasional
Pajak dan yang
Perizinan dipelihara
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/ Jumlah 2 UPT 70.000.000
Rehabilitasi Gedung
Gedung Kantor Kantor yang
dan Bangunan dipelihara
Lainnya
PROGRAM
PENDAFTARAN akupan KTP 99% 2.294.711.000
PENDUDUK
Pelayanan Pendataan Jumlah 1 Lokasi 50.000.000
Pendaftaran Penduduk Non penertiban
Penduduk Permanen dan
Rentan Administrasi
Kependudukan
Pencatatan, Jumlah 50.000 175.000.000
Penatausahaan dan Layanan Kartu | KTP-el
Penerbitan Tanda
Dokumen atas Penduduk
Pendaftaran Elektronik
Penduduk (KTP-el)
Peningkatan Jumlah 1 Dokumen 1.814.711.000
Pelayanan Dokumen Laporan
Pendaftaran
Penduduk
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Penerbitan Jumlah 74.000 KIA 150.000.000
Dokumen atas Hasil Layanan Kartu
Pelaporan Peristiwa Identitas Anak
Kependudukan (KIA)
Penyelenggara [Penyelenggaraan Jumlah 1 Jaringan 35.000.000
an Pendaftaran |Pemanfaatan Data Jaringan yang
Penduduk Kependudukan dipelihara
Terkait Pendaftaran
Penduduk
Sosialisasi Jumlah 100 Peserta 40.000.000
Pendaftaran peserta
Penduduk
Penyajian Data Jumlah 1 Aplikasi 30.000.000
Kependudukan yang | Aplikasi
Akurat dan dapat
Dipertanggung
jawabkan Terkait
Pendaftaran
Penduduk
Rasio
PROGRAM Pasangan Non
PENCATATAN SIPIL Muslim berAkta | 2% 400.000.000
Nikah
Persentase
Penerbitan 100%
Akta Kematian
Persentase
Kepemilikan 99%
Akta Kelahiran
Pelayanan Pencatatan, Jumlah 3.000 100.000.000
Pencatatan Penatausahaan dan Kutipan Akta Kutipan
Sipil Penerbitan Kelahiran Akta
Dokumen atas Kelahiran
Pelaporan Peristiwa
Penting
Penyelenggara |Pelayanan Secara Jumlah 4.000 150.000.000
an Pencatatan |Aktif Pendaftaran Kutipan Akta Kutipan
Sipil Peristiwa Kelahiran Akta
Kependudukan dan Kelahiran
Pencatatan
Peristiwa Penting
terkait Pencatatan
Sipil
Komunikasi, Jumlah 500 Kutipan 75.000.000
Informasi dan Kutipan Akta Akta
Edukasi Kepada Kematian Kematian
Pemangku
Kepentingan dan
Masyarakat Terkait
Pencatatan Sipil
Pembinaan Supervisi Bersama Jumlah 500 Kutipan 75.000.000
dan dengan Kantor Kutipan Akta Akta
Pengawasan Kementerian yang Perkawinan Perkawinan

Penyelenggara
an Pencatatan
Sipil

Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan di
Bidang Agama
Kabupaten/ Kota
dan Pengadilan
/Agama mengenai
Pelaporan
Pencatatan Nikah,
Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi
Penduduk yang
Beragama Islam
dalam rangka
Pembangunan Basis
Data Kependudukan
terkait Pencatatan

Sipil

12




PROGRAM
INFORMASI dan menguasai 3058 RT 60.000.000
ADMINISTRASI aplikasi
KEPENDUDUKAN
Pengumpulan 30.000.000
Data
Kependudukan Pengolahan dan
dan Penyajian Data Jumlah data 1 Database
Pemanfaatan Kependudukan base
dan Penyajian P
Database
Kependudukan
Penataan Penyusunan Tata 30.000.000
Pengelolaan Cara Perencanaan,
Informasi Pelaksanaan,
Administrasi Pemantauan,
Kependudukan |Evaluasi,
Pengendalian dan
Pelaporan %%T:ﬂen 1 Dokumen
Penyelenggaraan
Adminduk terkait
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Cakupan
PROGRAM Layanan
PENGELOLAAN PROFIL Informasi 100% 60.000.000
KEPENDUDUKAN Administrasi
Kependudukan
Penyusunan 30.000.000
Profil Penyediaan Data .
Kependudukan  (Kependudukan fr?f?rﬁgsi |3n}]()errr1tl15asi
Kabupaten/Kota
30.000.000
Penyusunan Profil
Data Perkembangan Jumlah
dan Proyeksi Dokumen 1 Dokumen
Kependudukan serta
Kebutuhan yang lain
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BAB Il
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan RPIJMD Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi Perangkat
Daerah dalam Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021 yang sifatnya tahunan,
memuat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target
kinerjanya, perencanaan kinerja merupakan salah satu tujuan serta komitmen Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai
akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
(clean governance) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen
rencana kinerja tahunan ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai
sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan
gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2021.

Tenggarong, 19 November 2020
Kepala,,Di'has Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat | /IVb
NIP.19681210 198803 1 004
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